PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATA
DAERAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat
dan karunia-Nya sehingga laporan Tahunan Pelayanan Pengaduan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahProvinsi Jambi
Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan
seluruh rangkaian pengelolaan Kegiatan dan pelayanan informasi
kepada masyarakat Provinsi Jambi dimana laporan ini disusun sesuai
mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan
gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi
publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi.
Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat
konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi
publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

ambi, 31 Desember 2025
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LAPORAN PELAYANAN PENGADUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

1.GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

A.PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahProvinsi
Jambi selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi
kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (good
governance). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat
daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya melakukan
berbagai langkah untuk menyongsong era keterbukaan informasi
publik antara lain yaitu menyusun Standar Operasional yang menjadi

pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah
Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah dimana isinya yaitu mengenai penjelasan tentang
mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi

publik di Provinsi Jambi.

B. SARANA DAN PRASARANA
Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi
publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahProvinsi
Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:
1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik  untuk
memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan

informasinya (foto pada lampiran).

ppid.jambiprov.go.id
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Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:

Kursi tamu

o 9

Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi

1 Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet

2 0

1 unit telepon
e. 1 unit printer
f. 1 lemari arsip
g. 1 filling kabinet
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
publik langsung ke layanan informasi, melalui email

bakeuda@ppid.jambiprov.go.id

3. Portal/PPID  Provinsi Jambi dapat diakses oleh seluruh

masyarakat dan  pemohon informasi melalui url/link:

http://ppid.jambiprov.go.id. Website meliputi beberapa menu

diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi
Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan
kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu
Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, stuktur PPID serta visi
dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat
memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan
terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi.

4. Website OPD : https://bakueda.jambiprov.go.id

5. Atau bias datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
DaerahProvinsi Jambi dengan Alamat Jln. Jend. Sudirman No. 117A Thehok
Kota Jambi.

KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi
proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban
informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta
pelayanan Informasi public.

Petugas Website, dan PPID yang mengelola website telah
ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas. Mereka ditetapkan
sebagai administrator yang bertugas menyediakan informasi maupun
menjawab dan memberikan tanggapan kepada para pemohon
informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi

maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung

ppid.jambiprov.go.id >
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(melalui website Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

DaerahProvinsi Jambi Provinsi Jambi).
D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Pada Tahun 2025 Anggaran untuk Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) tidak secara khusus tercantum pada DIPA
OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahProv. Jambi
namun kebutuhan yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan

bisa dipenuhi melalui program prioritas OPD.

ppid.jambiprov.go.id
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A. PENGELOLAAN DATA SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI
PUBLIK

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahProvinsi
Jambi melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi

public.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian
informasi publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Provinsi Jambi, petugas yang telah memiliki user id
dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi
yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar

tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Petugas Website tidak hanya sebatas
mempublikasikan/menyediakan informasi publik tetapi juga
merespon/menjawab permohonan informasi publik yang diminta oleh

masyarakat selaku pemohon informasi publik.

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat
secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi badan
publik. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik
dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum’at

Dengan waktu pelaksanaan :

Senin -Kamis : Pkl. 08.00s/d 16.00 WIB
Istirahat : Pkl.12.00s/d 13.00 WIB
Jumat : Pkl.08.00s/d 11.00 WIB

ppid.jambiprov.go.id
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Selain permohonan informasi publik yang diminta secara
langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan
informasi melalui website OPD Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id),
dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi
waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh
pemohon informasi telah masuk inbox, petugas Website harus segera
memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi
melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat
dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi
dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.
Yang menjadi parameter meningkatnya hasil Monev
Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan DaerahPemerintah Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

Parameter Hasil Penilaian Monev

Aplikasi

No. | Tahun | Mengikuti Web )
web FB/IG PPID di

Monev PPID

Playstore

1. | 2022 v v v v X
2. | 2023 v v v v X
3. | 2024 v v v v X
4. | 2025 v v v v X

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan DaerahProvinsi Jambi terus berupaya
dalam membangun mindset aparatur pemerintahan bahwa pentingnya
penyediaan informasi publik dalam mencerdaskan masyarakat
dengan harapan tata kelola pemerintahan menjadi transparan,

akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan presentasi keterbukaan informasi publik tahun
2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik
Indonesia merupakan kali ketiga yang diikuti oleh Pemerintah

Provinsi Jambi.

ppid.jambiprov.go.id
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KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang
dilaksanakan oleh Pelayanan Pengaduan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan DaerahProvinsi Jambi, t i d a k terdapat beberapa
hambatan yang berat, namun ada beberapa hal yang menjadi
masukan, diantaranya yaitu :
a. Admin Website , PPID dan E-Lapor sera FB maupun IG selalu siap

membantu dalam pemberian Informasi;

b. Teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi;

c. Kemampuan SDM

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak
lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang
diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
DaerahProvinsi Jambi masa mendatang, yaitu :

a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh
aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan
informasi publik, maka dianggap perlu untuk memberikan
Sosialisasi atau penjelasan mengenai tugas, pokok dan fungsi
serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;

b. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan efektif apabila pada
setiap Bidang dibuat Desk Layanan Informasi yang secara khusus
melayani permintaan informasi publik serta menempatkan beberapa
petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar masyarakat
sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan pada
Badan Publik.

c. Peningkatan Kapasitas SDM/Petugas berupa Bimbingan teknis,

Bimbingan Pemantapan dan studi tiru.

ppid.jambiprov.go.id
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Dalam rangka pengelolaan, pendokumentasian, dan
penyediaan informasi publik, Admin mengunggah informasi secara
berkesinambungan melalui website Provinsi Jambi

(www.ppid.jambiprov.go.id).

Dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat
menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (good

governance dan open government).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan
bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi
publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih
perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas
kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan
prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal
menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

ppid.jambiprov.go.id
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Dokumentasi pengelolaan dan pelayanan informasi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan DaerahProvinsi
Jambi

ppid.jambiprov.go.id
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Lampiran :
Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

PEMERINTAH pROVINSI JAMEB]
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Lampiran :
Profil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi

AgusPlngadl

ngelolaan Keuangan dan
atan Daerah Provinsi Jambi

(@ +62 821-7575-0153 ) (@ aguspirngddidl@gmcil.com)

DATA PRIBADI

e Nama : Agus Pirngadi, S.Sos
e Tempat, tanggal lahir : Bajubang, 16 Desember 1969
e Jenis Kelamin : Laki-laki
e Alamat . Desa Tanah Merah, Muara Sabak Barat
e Agama :Islam
e Kewarganegaraan . Indonesia
PENDIDIKAN JABATAN
SD Pertamina 1l (1983) e Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
e SMP Negeri Bajubang (1986) dan Pendapatan Daerah Provinsi

¢ SMA Negeri Muara Tembesi (1989) Jambi (2021)

e Sekolah Tinggi Pemerintahan Kepala Badan Keuangan Daerah
Dalam Negeri (1992) Provinsi Jambi (2017)

Kepala BAPPEDA Tanjab Timur (2014

Kepala Dinas Pengelolaan Keugnge
HOBI dan Aset Daerah Provinsi Janibi (2012
Sekretaris BPKAD Tanjab Tifnur (201

Sekretaris Camat Sadu

L]

* Berkebun




Lampiran
Surat Keputusan Penetapan Operator PPID BPKPD Provinsi Jambi

PEMERINTAH PROVINS| JAMBI

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun KESATU Menunjuk Pejsbat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN 2022 tenang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Pelaksana p:da Badan Pengelnlalzn Keuangan dan P:Ir‘ndlp:.:n Daerah
Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang
ATAN DAERAH ‘Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan K
U PENDAPM i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tidak terpisohkan deri surat keputusan ini.
A i ke jambiro ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); .
A T T sy KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelakasana
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dimaksud diktum KESATU delam s
i i Jeh Tim Pertimbangan dan Petuga Layanan Informasi Publik yang
Dacrah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor o 5 m
LOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
KEPUTUSAN KEPALA nAlz)AANE PR/E\:G;! LA KL 244, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor $5§7) susunan keanggotan dan wraian tuganya — sebagaimana tercantum
scbagaimana telah diubah berberapa kali terakhir dengan Undang- dalam keputusan ini lampiran keptusan ini.
NOMOR : 37 /BPKPD-1.3/V/2025
Undang Nomor 9 Tehun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas ) ) ) o
— Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritaban KETIGA Segala biaya yang diimbulkan oleh akibt dictapkan Keputusan ini
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor iﬁ'"k“"uk‘:h'ﬂ' ‘"’“ﬁ‘“’: Budm Pengellam Kenogmn den
PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679); PRt
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH )
PROVINST JAMBI TAHUN 2025 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi EFRNGAT Kepoligm """:‘ i ek gl d“:d“vk““-k‘;'ﬂif"k’“:l‘l“‘"
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 bowa spabila dikemudian bar temyata terdapat kekelinan dalam
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Nomor 292, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia e
PROVINSI JAMBI Nomor S601);
Meninbang o bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi et
disimpan, dikelola, dikirim, dan ditrima oleh Badan Pubik sebagai (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2022  Namr 161, a anggal,  Mei
lembaga eksekutif yang berkaitan ~dengan  penyelenggaraan ‘Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 6807); 'KEPALA BADAN,
Pemerintah Daerah;
$. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
b bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat  dipertanggung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan W_.
“d = : r‘ nghap, akuratdan faktual Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \GUS PIRNGADL S Sos
M : ; s AGUS PIRNGADLS Sos
serta media sebagai sarana pelayanan informasi; 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Pembing Utama Madya
Nomor 5149); NIP-19691215 199003 1 005
¢ bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
perlu dikelola secara optimal; Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumenasi di Tembusin
lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 1. Gubemur Jambi (sebagai poran)
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana aksud dalam 2 PPID Utama vamsiaﬁ:lm:fm !
huruf a, huru b, dan huruf o perlu menunjuk Pejabat Pengelola 10, Peraturan Dacrah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang . KomisiInformasi Provinsi Jambi
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh Provinsi Jambi 4 Youg benacghaten
dan Pendapatan Dacrah Provinsi. (Lembaran Dacrah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Dacrah Provinsi Jambi Nomor 8);
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3 Perllurun Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 202] I:nlang Standar

Infe blik Indonesia Tahun
202] Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 37);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Keputusan  Gubernur  Provinsi  Jambi Nomor : 763/Kep-
Gub/Diskominfo. 3.12022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.

Undang-Undang Nomor 43  Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); MEMUTUSKAN

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Menctapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ::MBAST i SLOLA THRORMASL. TN DORMENT! (pPm)
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
Gan memukiahirkan _dafar el valdsi ke seisp sauan
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN informasi publik dan informasi kera
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN dikecwalikan , maklumat dan | & Penataandanpenyimpan informasi
PENDAPATAN DAERAH PROVINS| JAMBI SOPlayanan informasi publik 1. Melakukan dokumentasi kegiatan
NOMOR  : % /BPKPD-1.3V/2025 ¢ Menjamin  ketersediaan  dan \ kedinasan
hschrasi layanan  informasi & Menyedikan baban dan dta
TANGGAL : 1 Mei 2025 < i
- dan dokumentasi bagi pemohon informasi pubik sesaidengan
TR pENETAPANOPERMU‘:D - | informasi secara cepat, tepat, idang tugas masing-masing untk |
FEIABATPRNGHLOUA INERAAN berkualitas dengan dinggah i website dan media
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN mengelepaatii elas-prinily dinas berupa oo Kegiatan lengap
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN | peipmmptin gl ke, i
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI . Menyampaikan laporan akses beriadan infografs
lyananinformasi dan b Membust komsep beraatan
SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN dokumentasi ke Atasan PPID publikasi
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA Pelksanan dan PPID uama i, Melakokan pengelompokan dan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | ) pengaripindokumeninfomasi
PROVINSI JAMBI 3| 1. KABID P3EPD TIMPERTIVBANGAN | a. Membahas Uji Konsckuensiatas publik scar digtal
2. KABID PPD usulan yang disusun oleh PPID |
| 3. KABID ANGGARAN Pelksana  sebelum ditetapkan 6 | KASUBAG UMUM DAN PETUGAS LAYANAN a Menyiapkan bahan-bahan terkait
4 KABID AKUNTANSI i i dikecual INFORMASI sengets nfomasi
M| TABATARDAAMAEDINASAN) | TARATANDALAM FPID URATUGAS TS 5. KABID PERBENDAHARAAN b. Memberi saran-saran dan PENGADUAN DAN b. Menyusun kajian dan pertimbanagn
6. KABID PBMD pertimbangan atas permohonan PENYELESAIAN ‘hukum untuk disampaikan ke atasan
1N I W _’ 4 - 7. KA. UPTD KOTA JAMBI informasi yang belum diatur SENGKETA INFORMASI PPID
I | KEPALA BADAN PENGELOLAAN | ATASAN PEJABAT a. Menyusun il'l.h» kﬁbljlkﬂl! 8. KA. UPTD KAB. MUARO dalam Ketetapan daftar . Berkoordiasi dengan PPID Ullml‘
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Tugas dan Fungsi Badan Publik
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Lampiran :
Visi dan Misi PPID BPKPD Provinsi Jambi

\

VISI DAN MISI PPID

VISI

Terwujudnya layanan Informasi Publik yang Transparan, Objektif, dan
Prima untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan di bidang pendapatan, keuangan dan aset
Provinsi Jambi.

Makna Visi:

l.Layanan Informasi Publik Merupakan upaya memberikan Informasi
Publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Dacrah Provinsi Jambi.

2.Transparan
Memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan
dengan cara yang sederhana.

3. Objektif
Menjamin pemerataan akses informasi kepada semua kalangan, baik
perorangan, kelompok, maupun badan hukum.

4. Prima
Berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,
pengelolaan, dan pendokumentasian Informasi Publik secara akuntabel,
efisien, dan mudah diakses.

MISI

l.Menjadi akses Informasi Publik yang terbuka dan bertanggung jawab
sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2.Meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;

3.Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
pelayanan Informasi Publik;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang efisiensi
layanan Informasi Publik;

5.Meningkatkan pengelolaan dan pendokumentasian informasi secara
baik, efisien, mudah diakses, dan sesuai prinsip desentralisasi untuk
menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jambi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
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Profil dan Struktur PPID BPKPD Provinsi Jambi

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAMBI

[ KEPALA BADAN \
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[TIM PERTIMBANGAN

[ | '.

[ PETUGAS LAYANAN [ PETUGAS LAYANAN [ PETUGAS LAYANAN

INFORMASI BIDANG INFORMASI DOKUMENTASI PENGADUAN DAN

PELAYANAN INFORMASI ARSIP DAN PENGELOLAAN PENYELESAIAN
INFORMASI SENGKETA INFORMASI
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Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Tata Cara
Permmohonan
Informasi Publik

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan
infomasi kepada Badan Publik, baik langsung secara
lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik
(website/email).

Langkah 2

Pemohon informasi harus menyebut nama, alamat,
subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk yang
diminta dan cara penyampaian informasi vang
diinginkan.

Langkah 3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
pada Badan Publik menerima dan mencatat dokumen
permintaan informasi.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti
kepada PPID di Badan Publik bahwa telah melakukan
permintaan informasi serta nomor pendaftaran
permintaan.

Langkah 5

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi

permohonan informasi atau idak memenuhi dengan
disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja
dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Badan Pengelolaan Keuangan & Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi




Lampiran :
Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

Tata Cara P'e'r'l'g.ajuan
Keberatan Informasi

Langkah 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka
waktu yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah diketemukan.

Langkah 2

Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan
atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30
hari kerja setelah diterimanya keberatan secara
tertulis. apabila atasan PPID menguatkan putusan
bawahanya maka alasan tertulis disertai bersama
keputusan tanggapan.

Jika pengaju keberatan informasi
puas atas putusan atasan PPID
keberatan selesai.

Jika pengaju tidak puas atas tanggapan
atasan PPID, maka penyelesaian
sengketa informasi publik dapat diajukan
kepada PPID BPKPD Provinsi Jambi.

PPID BPKPD Provinsi




Lampiran :
Tata Cara Pengaduan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Badan Publik

TATA CARA PENGADUAN

PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU
PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEJABAT BADAN'PUBLIK
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MASUK KANAL LAPORAN
. SP/N LAPOR!

KLIK TIPE LAPORAN
“PENGADUAN”

. TULIS LAPORAN PENGADUAN

Tulis laporan pengaduan secara singkat

PENDATAAN DAN DISPOSISI
. Laporan yang masuk akan didata dan diteruskan

ke instansi pemerintah berwenang

TINDAK LANJUT
. Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh
Instansi Pemerintah Berwenang

~
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Lampiran :
Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang

PPID BPKPD Provinsi Jambi

TATA CARA
PENGADUAN

PENYALAHGUNAAN
WEWENANG

ATAU PELANGGARAN OLEH
PEJABAT UNIT KERJA

Petugas akan mencatat laporan yang
disampaikan. Pelapor akan menerima
tanda bukti penerimaan laporan
penyalahgunaan atau pelanggaran dari
petugas (apabila datang langsung ke
layanan PPID), melalui email balasan,
atau jawaban atas diteriamanya
pengaduan via telepon.

Pelapor dapat melakukan pengaduan
penyalahgunaan atau pelanggaran
melalui:

» Aplikasi pengaduan LAPOR!
(Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Online Rakyat)
https://www.lapor.go.id/

Surat yg ditujukan ke alamat:

o Kantor BPKPD Provinsi Jambi

o Jl. Jend. Sudirman No. 117

o Jambi 36132
Email:
ppidbakeudaprovinsi@gmail.com
Telepon: 0811 7404 770
Datang langsung ke (cmpal layanan
PPID.

Petugas akan memproses pengaduan
sesuai dengan disposisi pimpinan atau
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




Lampiran :
Gambaran Singkat Pembentukan PPID BPKPD Provinsi Jambi

GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memperkuat pelaksanaan
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).

PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertugas membantu
PPID Utama Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengelola dan memberikan
pelayanan informasi publik, khususnya terkait dengan urusan pendapatan,
keuangan, dan aset Provinsi Jambi. Pembentukan PPID ini didasarkan pada
peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Badan sebagai bentuk legalitas dan penguatan kelembagaan.

PPID Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran
strategis dalam mendukung keterbukaan informasi, mendorong informasi yang
transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan
publik.




Lampiran :
Visi dan Misi PPID BPKPD Provinsi Jambi
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Lampiran :
Meja dan Ruang Layanan Informasi BPKPD Provinsi Jambi
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Lampiran :
Fasilitasi layanan bagi Penyandang Disabilitas
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Lampiran :
SOP Permintaan Informasi Publik
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Lampiran :
SOP Penanganan Keberatan
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Lampiran :
SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA UTU BAKU
Daftar KT
o e PGS ) jotomasi | TIMPPID | Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi Publik

Menyiapkan data dan informasi

Pemutakhiran Daftar Informasi Dokumen Pendukung dan h
n
Publik Q — Daftar Informasi Publik .

2 |Menenma Daftar Informasi Publik
Dokumen Pendukung dan
- 1han
Daftar Informasi ubik
3
[Surat Undangan Rapat, Hasil Keputusan Rapat
Rapat Koordinasi PPID Pembant
o: i . ” Dokumen Pendukung dan | 7han  [Pemutakhirkan Daftar
S i Dattar Informasi Pubik Informasi Publik PPID

Kebijakan Atasan PPID Dokumen Pendukungdan | - - [Kebijakan Ketua PPID
. a2
‘ D Daftar Informasi Publik atas Pemutakhiran PPID

[Dokumen Daftar Informasi Publik yany
o —— —) [osfar nformasi Publk Daftar Informas: Publik
sudah dimutakhirkan untuk di | 1Hari

[vang sudah dimutakhirkan PPID
dokumentasikan
s O
Daftar Informasi Publik
Menerima Daftar Informas: Publik LT
yang sudah dimutakhurkan untuk di Daftar Informasi Publik
yang sudah dimutakhirkan
Nomor SOP 04/SOP/BPKPD-1.3/2022
N Tanggal Pembuatan 03 Januari 2022
i Tanggal Revisi
| Tanggal Pengesahan | 03 Januari 2022
Disahkan Oleh R Pengelolaan Keuangan dan
‘Pénilapétan Daerah Provinsi Jambi
agis® A Y
3
* \| Pembina Utama ﬁys
\ NIP. 196912151990031005
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Dacrah Standar Operasional Prosedur (SOP)
Provinsi Jambi Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 | 1. Memahami tentang Keterbukaan _Informasi
tentang Keterbukaan Informasi Publik Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Dacrah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur  Dilingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan

Pelaksanaan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN Indonesia — S
DAFTAR INFORMASI PUBLIK SOP Permintaan Informasi Publik [T

SOP Penanganan Keberatan 2. Perangkat Komputer
SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
SOP Pegujian Konsekuensi
SOP Pendokumentasian informasi publik

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka informasi keterbukaan | Disimpan sebagai Dokumen Informasi Keterbukaan
publik tidak berjalan dengan Baik Publik
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Lampiran :

SOP Pengujian Konsekuensi

Nomor SOP 05/SOP/BPKPD-1.3/1/2022
‘Tanggal Pembuatan 03 Januari 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan | 03 Januari 2022
Disahkan Oleh Wgﬂo@n Keuangan dan
E%\__ j Y{/&M&n&n :.Pmm Jambi
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 | 1. Memahami tentang Keterbukaan _Informasi
tentang Keterbukaan Informasi Publik Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang  Standar Operasional Prosedur ~Dilingkungan
a R Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
STAND. OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pelaksanaan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di
PENGUJIAN KONSEKUENSI Indonesia
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Permintaan Informasi Publik 1. Dokumen
2. SOP Penanganan Keberatan 2. Perangkat Komputer
3. SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
4. SOP Pegujian Konsekuensi
5. SOP Pendokumentasian informasi publik
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka informasi keterbukaan | Disimpan sebagai Dokumen Informasi Keterbukaan
publik tidak berjalan dengan Baik Publik
Pelaksana Mutu Baku
T
No Uraian Petugss PPID Atasan [
anan PPID Syarat | Waktu Out, Ket
Layanan | peioksana mo | ; e
- 4
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T TG G SR TS | akan | Menit | yang dikecualikan
Informasi yang akan dikecualikan |
[ dikecualikan |
| | Draft DIK beserta
Mencatat  Informasi  yang  akan 1 [ 9 f
¢ g | Nota Dinas | A alasan
Dikecualikan secara jelas dan terang | [ Menit
| pengecualian
Mengidentifikasi Peraturan Perundang | | Rekap Peraturan
9%
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berdasarkan kepatutan, kesusilaan,
kepentingan umum dan/atau ukuran |
i /: Droft Lembar Uji 120 Lembar Uji
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l __| informasidibuka | | |
P
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| Menetapkan Informasi yang 30 Klasifikasi
6 | Informasi yang
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| | Dikecualikan | J
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Lampiran :

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP 06/SO0P/BPKPD-1.3/1/2022

Tanggal Pembuatan | 03 Januari 2022

Tanggl Revs

Tanggal Pengesahan | 03 Januari 2022

Disalikan Oleh Wa b@fmgemm Keuangan dan

Pendapatan Dasteh Provinsi Jambi

U
Pembina Utam: lya
NIP, 196912)51990031005

Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi

Standar
Pendokumentasian Informasi Publik

nal Prosedur (SOP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 201
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201

o

w

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

>

Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Standar Operasional Prosedur ~Dilingkungan

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pelaksanaan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di

1. Memahami tentang Keterbukaan _Informasi
Publik
4

1

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Permintaan Informasi Publik

SOP Penanganan Keberatan

SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik
SOP Pegujian Konsekuensi

SOP Pendokumentasian informasi publik

RIS

1. Dokumen
2. Perangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

publik tidak berjalan dengan Baik

Jika SOP tidak dilaksanakan maka informasi keterbukaan

Disimpan sbagai Dokumen Informasi Keterbukaan
Publik

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Petugas PPID At
asan
Layanan Pelaksana PPID ”:; Syarat Waktu Output Ket.
Informasi
1| Mengumpulkan Informasi Publik " .
bersifat berkala, serta merta, dan l [')a b 90 [')a wr
tersedia setiap saat di lingkungan (Romnas Menit Invormasi
Badan Pangan Nasional Publik Publik
Z | Menyediakan dan paik
Informasi Publik bersifat berkala, Daftar & Daftar
serta merta, dan tersedia setiap > Informasi M Informasi
saat di lingkungan Badan Pangan Publik enit Publik
Nasional
3 | Menerima Informasi Publik bersifat Daftar & Daftar
berkala, serta merta, dan tersedia Informasi Menit Informasi
setiap saat dari PPID - Publik 9 Publik
4 | Mengelola dokumen Informasi
Publik bersifat berkala, serta merta, Daftar 60 Daftar
dan tersedia setiap saat dalam Informasi Menit Informasi
bentuk softcopy dan hardcopy Publik Publik
5 | Menyimpan dan mengarsipkan
Informasi Publik bersifat berkala, Daftar 30 Daftar
serta merta, dan tersedia setiap Informasi Menit Informasi
saat, baik secara digital maupun Publik Publik
cetak
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Lampiran :

Website Pemerintah Provinsi yang menyediakan layanan permohonan dan keberatan informasi secara
online

v @ PROWNSI VY X+ -0 X
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(3 Semua Bookmark
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' Muhammad Asrian.

Permofionan

Muhammad Asrani

Q 0 1 L

NO* TANGGAL & KODE
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¢ PEMOHON 4 KOMPONENTUJUAN 4 STATUS ¢  SUMBERMEDIAS
No data aaable intable

Keberatan




Lampiran :
Aplikasi BPKPD Prov. Jambi berkaitan dengan SPBE

http:/jambisamsat.net/bagihasil/

 SIDABAIAJA

SISTEM INFORMASI DANA BAGI
HASIL PROVINSI JAMBI
y

-

Copyright © Bakeuda Jambl

D! AL HARISIS SoSTMTH
DreTHTABDULLAH SANLTMIPAYI

GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI

) G % jambisamsatnet * 0 &0

[ Semua Bookmark

J-SAMSAT

INFORMASI SAMSAT JAMBI

DATAKENDARAMN
PAJAK KENOARAAN
MLALJUAL

«* SMART SAMSAT

PROGRESIF

WHISTLEBLOWING SYSTEM

STANDART PELAYANAN

PELAANAN PUBLIC
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Lampiran :
Tugas dan Tanggungjawab PPID dan PPID Pelaksana BPKPD Provinsi Jambi

0 TUGAS PPID
YTUGAS & FUNGSI PELAKSANA

) Informasi yang wajib dis
nsparan! secara berkala;
g waiib diumumkan secara serta merta;

al lebih dekat b) Informasi

0 i asikan dan memperkuat pengumpulan
Melakukan pengelolaan mnformasi pubhk. bahan informasi dan dokumentasi yang ada di
lingkungannya
Menyimpan, mendokumentasikan, mennyediakan
dan memberi pelayanan informasi yang ada di

Menyampaikan informasi secara baik dan
efisien schingga dapat diakses dengan mudah;

lingkungannya kepada publik;

Melakukan pemutakhiran dalam pengelolaan

maupun pengembangan digital;

Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam

pelaksanaan pelayanan informasi.

Badan pengemaa‘n kellillﬂan& pendapatan daerah Memberikan laporan
MWIIISI Iambl ada di lingkungannya

Badan pengelolaan keuandan & pendapatan dagah
Drovinsi jambi
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Lampiran :
Aplikasi Samsat Online BPKPD Provinsi Jambi

v NORSSST X 4 S oy
€ 9 0 % jmbisamsatoe/irfopkbAtnl % 0 ° i
i 3 Sema Bk
Meny Utama
J-SAMSAT

INFORMASI PKB

No. Polisi

Nama Pemilik
s apehla name yang ditempilan berbeda

gl Akhic PKB isi dgn format dd/mm/pyyy atau ddmmyyyy
i apebila gl afr pk yang ctamallan berbeda

gl Akhir STNK is dgn format dd/mm/yyyy atau ddmmyyyy

s apebila g, akhi stk yang dtampilken bebeda

Untuk Kendaraan Umum

Izin Angkutan Urnum yang masih berlaku Orda



Lampiran :
Akun media sosial Samsat BPKPD Provinsi Jambi
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Lampiran :
Informasi publik terkait program strategis BPKPD Provinsi Jambi

€ C % bakeudajambiprov.goid) e s O | & B H
& ]
BPKPD J‘lu;\-l\ﬂ JAMBI
33 INFORMASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH 2
34 INFORMASI DPA PPKD 1
35 INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD
36 INFORMASI PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD 2
37 INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RANPERDA TENTANG APBD 2
38 INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA PPKD 2
39 INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKA SKPD 3
40 INFORMASI RINGKASAN DOK. PRIORITAS DAN PLAFON ANGG 2
4 INFORMAS! KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 2
42 INFORMASI RINGKASAN DOKUMEN RKPD 0
43 ppID 3
44 PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA 7
45 KEBIJAKAN 40
46 RENCANA KERJA 0
47 RKT 1
48 RENSTRA
49 PERJANJIAN KINERJA 1
0 LK) 2
51 KU 4
52 KINER), 13
N |
4 i

=
v . : ~

BPKPD PROVINS JANBI (P PROVINSL AMBI

17 INFORMAS! LAPORAN KEUANGAN BUMD/PERUSAHAAN DAERAH 2
18 INFORMASI CALK PEMERINTAH DAERAH 2 Daftar Kategori
19 INFORMAS! NERACA 2 NO  NAMA KATEGORI DOKUMEN
20 INFORMASI LAPORARI REALISASI ANGGARAN PPKD 2 MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK s
BPKPD PROVINSI JAMBI
21 INFORMASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SELURUH SKPD 2 2 MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMAS! 5
INFORMAS! LAPORAN ARUS KAS 2 3 PENGEMBANGAN WEBSITE 5 BPKPD PROVINSI JAMBI
3 INFORMAS! PERKADA TENTARG KEBI/AKAN AKUNTANS! I & PENGADAAN BARANG DAN JASA 0 kg
20| INFORMAS) SK KEPALA DAERAH TENTANG PPKD 3 S MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS P 0 § >
25 | INFORMAS) RENCARA UNUM PENGADAAN ' 6 MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS P 0
26 INFORMASI RINGKASAN RKA PERUBAHAN 2 7 KELEMBAGAAN 3
INFORMAS! PERDA TENTANG APBD 3 s we
26 INFORMAS! PERKADA TENTANG PENJABARAN P-APBD 2 9 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
29 INFORMASI PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD O DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
30 INFORMAS! RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN P-APBD 2 1 K0 2023 ]
31 INFORMASI REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH 2 so d
32 INFORMAS! REALISASI BELANJA DAERAH 2 RopMD
33 INFORMAS! REALISASI PENDAPATAN DAERAH 2 & INFORMASI OPINI 8K
34 INFORMASI DPA PPKD ' 5 INFORMASI PENETAPAN PERDA PERTANGGUNGIAWABAN APBD
35 INFORMASI RINGKASAN DPA SKFPD 6 INFORMASI LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA TAHUNA

36 INFORMASI PERKADA TENTANG PENJABARAN APBD 2 INFORMAS! LAPORAN KEUANGAN BUMD/PERUSAHAAN DAERAH




Lampiran :
Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik BPKPD Prov. Jambi




Lampiran :
Kalender Kegiatan PPID BPKPD Provinsi Jambi

KALENDER KEGIATAN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAM DAERAH
PROVINSI JAMBI

Rapat koordinasi awal tahun PPID; Pembaruan DIP, Penyusunan
rencana kerja PPID tahunan

) Pelatihan internal keterbukaan informasi; Pemutakhiran konten —
website/portal informasi keuangan daerah

3 |Monitoring & evahiasi layanan informasi publik triwulan I
Publikasi laporan realisasi pendapatan daerah triwulan |

4 |Sosialsast layanan informasi publk; Audit internal eterbukaan
informasi keuangan dacrah

5 | Penyusunan laporan felayanan informasi publk  semester 1
Pengelolaan arstp digital & dokumen keuangan dacrah

6 Monitoring & evaluasi layanan informasi publik trivulan I
Publikasi laporan realisasi pendapatan daerah semester |

7 Rapat koordinasi rutin PPID; Update daftar informasi wajib
diumumkan berkala

8 Bimbingan teknis pelaganan informasi bagi petugas; Publikasi
dokumen kebijakan APBD Perubahan (jika ada)

1 9 Monitoring & evaluasi layanan informasi publik triwulan 11 i
Publikasi laporan realisasi pendapatan daerah triwulan 111 :

0 Sosialisasi keterbukaan informasi publik; Persiapan penyusunan
laporan PPID tahunan

=1 11 | Audit internal PPID; Pemutakhiran arsip digital akhir tahun

Penyusunan & publikasi laporan PPID tahunan; Evaluasi kinerja
| 12 (PPID tahunan; Rapat penutup & perencanaan awal tahun
berikutnya

| | | ‘ e | | ‘
b ‘ i - ¥ 1 i oy k| i Fu il Llg L. o
ATE R B AR Sl '(-_1"‘.i'il_“«|‘.ﬂ".4 ST Y (e ey § '!h;‘;ﬁ‘u.‘:‘. i Tak AR




Lampiran :

Surat Tugas PPID BPKPD Provinsi Jambi

S 58

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN

DAERAH
JIn. Jenderal Sudirman No. 117

Telp. . 0811 74 04770 website:www.bpkpd.jambiprov.go.id
U TR SEHE TR
e JAMBI
S —
SURAT TUGAS

Menimbang

Mengingat

Kepada
Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Kerja

T™MT

Tembusan:

Nomor: 38/ST/BPKPD-1.3/V/2025.

. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas

pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Jambi dan UPTD, maka perlu
penempatan personil untuk ditugaskan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Surat Tugas Kepala Badan;

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tanggal 29

Desember 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi;

MENUGASKAN

YUWANITA

Pegawai tidak Tetap (PTT) Subbag Program dan Pelaporan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi

19 Mei 2025

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal: 19 Mei 2025

_/KEPALABADAN,

K
1wy f

\ NGADIL, S.
Pembina. a Madya
Nipi 151990031005

1. Sdr. Sekretaris BPKPD Provinsi Jambi;
2. Yang bersangkutan;

3. Arsip.



Lampiran :
Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik BPKPD Provinsi Jambi

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Badan Pengelolaan Keuangan & Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi

Arah Kebijakan

Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas
Menyediakan informasi publik terkait pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset
daerah secara terbuka serta menyampaikan laporan keuangan secara akuntabel.

Optimalisasi Layanan Informasi Publik Berbasisi Digital

Mengembangkan layanan informasi berbasis website, aplikasi, dan media sosial
serta mendorong implementasi open data keuangan dan pendapatan daerah.

Punguatan Kapasitas PPID

Memberikan pelatihan bagi pejabat/petugas PPID, menyusun SOP pelayanan
informasi publik, dan meningkatkan profesionalisme aparatur

Peningkatan Partisipasi dan kepuasan Masyarakat

Menyediakan kanal pengaduan dan konsultasi, melakukan survei kepuasan
masyarakat, serta meningkatkan kualitas interaksi dengan publik.

NOANNN\N

Kepatuhan Terhadap Regulasi

Menyesuaikan pelayanan informasi publik dengan UU No. 14 Tahun 2008 dan
regulasi terkait, serta mengintegrasikan standar pelayanan dengan kebijakan
nasional/daerah.

Perlindungan Data dan Informasi

Menetapkan klasifikasi informasi publik (berkala, serta yang dikecualikan) serta
menjaga keamanan data dan kerahasiaan informasi.

VI L4



Lampiran :

Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat

) © N JASA RAHARA
\SEMARAK /
KEMRDE ANRI
N/ Ke- FB;e{(sattuslitgr::uulat
8 Inadg:esi?;aj:ra

PEMUTIHAN PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR

BERLAKU : 19 AGUSTUS - 22 DESEMBER 2025

“Setiap Kendaraan hanya diberikan satu kali kesempatan
untuk mengikuti program pemutihan Pajak.”

(V/DISKON TUNGGAKAN POKOK PKB

MATI LEBIH DARI

(7/DISKON POKOK PKB UNTUK b2 TAHU
KENDARAAN YANG MEMBAYAR CUKUP BAYAR 2 TAHUN
SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO ‘
R21 5% - Rk 1 2,5%
¥/ PEMBEBASAN DENDA PKB
¥ pemsesasanpenpasenke  SEGERA MANFAATKAN
Sebelum Diberlakukan Penghapusan
@PEMBEBASAN DENDA SWDKLL) Data Redident Sesual Pasal % UV 22 Toliun 2009

*Syarat dan Ketentuan Bersku

Y

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN SEWA
TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

1. SURAT PERMOHONAN YANG MELAMPIRKANS ’

2. SURAT.PERNYATAAN MENGAKUI KEPEMILIKAN ASET
PEMERINFAH PROVINSIJAMB

INFORMASI LEBIH LANJUT:
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI




Lampiran :

Strategi dan Metode Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik BPKPD Provinsi Jambi

PPID
{Feabat Pengelola nformas dan Dokumentas)
Badan Pengelolaan Kangan & Pendapatin Dagreh
ProvinsJambi

PENETAPAN STRATEGIDAN METODE

PEBIVARN,PENGAVASAN EVALUAS|, DAN NONITORING

PELAKSANARY KEBAKAN INFORMASIOLEH P20 PELAKSANK

PADA PEJABAT FUNGSIONAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINS A

18tate
4, PenguatanKepastas

 elatsanakan bimingan ek, wortshop, G pelatventerkat
Hetebukeaninfomas puolk

o Penyustnén pedoman ek ayanan informstyang mudah i
0leh et fungslonal,

b, Standaras Layanannformas

 enetepkan SOP agenaninfomes publk.
 Pengguneanapas]em formeeriegras unuk engellan
ataGendokuments,

¢ Transpransifan buntabltas

 Pnerzpenpyrinpeterouaan delamsedaplaynan nformest bl
 llettan meaisme pelaporan ertla G Peebe Fungsonel
HepadaPPID Pelalang.

. Kolahores dan Koordines

o ertangun sinerfanta=bidangnt e alam penyediaa formas
ubl.

* eloatanPeabat Fungsional delem pengurpulan,verfesl dan
penyajen informes,

2 Metode Pembinaan

o Sosfliss! Bekala:Penyeoaresenatran regules, oen e kantekat
Feteroukaan formis,

o Coaching & Mentoring Pendapingan angsung lh PRI Utam
Peftat Stuurl terhadao Pt ungsone,

o Pemberian Rewarddan Punihment: Aoreiasiatas Kneriabakserta
Teguran bag)ang lala men alenian tuges.

 Knowldge Shaing Forum disusintemalntuk berg pengelamen
danolsipemesalhn yanen nforms

3 Metode Pengawasan

o Auditntrmal Informas: Pmeritsaan kelenghaoan, kaburaan, dan
Hetriandatafnformasyeng lsglan.

+ Pengawasin Berienjang. PPID elaksana menganas Peebet Fngsonel
seste SOP 6 melaporkn epada PPDUtame.

+ Pengavasin artispatit Nemberanrung epaca masyertet ik
meogrkan mastkanteat ualtas ayanan nformsi

4, Wetode Bvaluasi

il Kinera Berkl: Daukanseep tiv. b melali aporen
capalandenrealses ayaneninformes

o Survey Kepuesan ayanan: el epuasan msyaraket teradep
[ayananinformasipub.

- Review Dokumen dan Date Memastkan nformaslyang e en dengen
Standarcn peratran peruncng-undanga,

- Analis Gap: gl denfasi e emahenfeurangan sertamemberlen
rekomendas perbalen

5 Metor Moritoing

+ Pelaporan Rutin: Pejbat Fungsional menyamaaltn aporen plasanaan
Leyanan informasie PPD Plasere,

o Dashboard Monitorin: Pemanfetan sistemfapletunuk mementau
teatime iner eyanen nforma.,

» Wonioring Lapangan:Krungan ez angsung ntuk memasthan
standar ayanan nformsi .

 Rapat Koordnas et sarean bulenan tausstei ebutuban untuk
Mmembehes pertembangan an encil

Outputyeng diharaplan:

» Tersednya nformas publk yang Lengkap,Akurat, Cept, dan Dapat
Ddkses.

o Tenujuchya Akuntabiies danTransparansd Bacn Pengelolzan
Keuangan danPendaptan Dagreh Proing Jambl,

* eninghatrya Kineja PPID Peaksana dan ejabat Fungsioa el
meukungejaanketeroukaan formasipuol,

PEMBINAAN, PENGANASAN, EVALUAS, DAN NONITORIG

PELARSANAN KEBLIAKAN NFORMASIPUBLIK
OLEA PPID PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MBI

18tategi

Dilesaneanuntuk meningheian epete dan gemehemen Peabat Funsionl
maupungelesangayanan rfomnes publ
Bentukkegitan:

- Sosiaesire s pcomaneterbuan nformast ublk

o Bimingantelosdan orkshop pegelolzan formast ouglk

 Pendampinga ccaching & mentoringoleh PPID tama kepada PPID
Pelasane.

 Knowledgesharing antar-unit ke terelt penyedian deta daninforms,

2 Pengaasin

Dlesanakanunfuk memastika pelaksaneanfayanan nfomasi publk sesta
standar dan tetntuen,
 Pengawasan berinjang el mekanisme aporendarPeabat ungsional
PPIDPeatsana an PPID Utama.
o At tematereltkelenganan, eduratan, G eteknan s,
o Weterisme pengavesan pertpetfdengn menerm pengadn atau
mastian masyaraat

3 Ealag
Oilsaneanunt menta ulas eyanan nformas i efeivies ebicen
Bentuk egiatan
o EalusiGneraayanennformestscara betla i anfemestetahunen,
o e terhacep dolumer,det, dan aperan nformestyang publesan.
 Survl Kepuasan masyaraatataslyanan nformas,
- Analiss capaan ndtorkinera PRI Pelaksanatertl lyanan puol,

4 Monitorng

Olesanakan tu memantausecaatersmenerusmplementas keakan
formestpublk
Bentuk egiatar:
* [aporan utin peasanegn ayenaninformas publk ar PPID Peaksr.
o Pemanfaatan apiesfiashooard untuk memanta real-time dat danayaran
informesi
 onftoringepangan melaluf unjungen ke obsenvesi ngsung
 epat booreiast el unuk membae e monitring kendela,serta
findaklanut pertan,

Tijuan
 Nerjamin Transpaans), Akuntabilits dan Kalitsfyanen in‘ormastpubl.
* Nemstien P10 Pelatsenekonssten menjalankan ebiakn keterbukaan
informassta preturen perundangundngan,
* Veninghatkan Kepecayaan msyarake terhadep pengelolan formas public
)



Lampiran :
Informasi yang dikecualikan PPID BPKPD Provinsi Jambi

PEMERINTAH BPKPD

& PROVINSI JAMBI I Provinsi Jambi

Berdasarkan UU Keterbukaan
Informasi Publik, ada jenis
informasi yang dikecualikan
atau tidak bisa dibuka ke
publik, karena bisa
membahayakan

o
Apa saja ”

INFORMASI

yang dikecualikan atau

TIDAK BISA

dibuka ke Publik?

Jenis informasi vang dikecualikan atau tidak bisa
dibuka kepada BPKPD Provinsi Jambi, yaitu:

- Data pribadi Wajib Pajak Daerah (NPWP
Daerah, alamat, NIK, nomor kontak)
Dasar Hukum UU 14/ 2008 Pasal 17 huruf H
UU Perlidungan Data Pribadi

- Rekening Kas Umum Daerah dan nomor

rekening khusus
Dasar Hukum UU 14/2008 Pasal 17 huruf A

2

Informasi lebih lanjut kunjungi

https:/Ippid. jambiprov.go.id



Lampiran :

Laporan Pelayanan Informasi Publik BPKPD Provinsi Jambi

LAPORAN PELATANAN INFORMASI PUBLI

BADANPENGELQLAAN FEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
PROVIS I

TAHON 204

| Pendahuluen

Ol rngtamelseeten amanatUndng Undeng Noor 14 Taun 2008 tertang etk
formas ol st eatrnuruny, B Pengel ol Kouangnde Pendatn Dt
($0D) v b P Porglol s Dokumentas D) el
beromitmen menyedkn membercan G meebarastanfomisi pulkeada
Masfat

Laporen e etk prengungavabints pllananpeananinfomag
9Ubyang ke enad Komis forma rovin

1 Dasar Hukum

1. U Nomor 4 Tahun 2008 tedan Ketebukan normas Publ.

2. Portran o fommsemor . Tun 200t St aynn omas Ul

3. Kepitsn Gubemur o ambiNomr 75 1 Diomio ./ 200 terang
Penetaan Peaat Pegea foms! denDekuments (PRI Prvin g,

4. Heptusan el GPP Nomor, 1/94R0-LV/00 g Pentapn pertor P
Lrgungen 9YP0 Prvii i

I OnganiseiPPID Pelaang

DO Ut evetr Dt Provi i
0P Pedlsana SPPD: Kl BRIP,
T Pengell o efaat Fungorlin Stk yang Gl

V Plasanaan Playanan nformas Publ
1, o formasi ok

 formas Bl aporen eungan el el endatn e

 formas e Merta peumumen pnting it pruba et edangn der),

 formas e Sat dokumen vt oraneta, 6t elayaranp e
d,

1, aran danMedia Layanen

* Wetste s 91PD

el Lyanan fora f o BPKPD

» Enalresmi I eane

* s payann nformas darah ke

3, Sttt ermintza formaiThun 204

JeusloormesiDimhta | ol Permobonan | Dilbulken | il (engnals)

Laporsn el 4P

Dt AD s e

Lpora Kevangn Tehur

|
)
Dok e Dirah )
|
)

l
I
I
I
[

Totdl

4, Sttt ermintaan forme Thun 204
«Retarate W penyelsa: 3+ e

- S penohonn lean e st peleyaanmeksial 0 i e

5, Kendalayg Dacap

 ash atinyaletertasan M ddlampengellanfomas pblk
 Blumoptimay pemnfatn s stem s,
* e i memeruan oo s g .

6 Upaya erhalan

 Poringatnapstas PO el pevn,
 Penetetan korias anarbidang  9YP.
 Opmala e e nfomas

| Penutup

Dk poran oelyenanformaspblk PYPD i e Tehun 2004 dtsn ok
laportan e i P PPID Plkana P ambisbag et
pertangunganan s pelsanen eetuken o ubl,

o, 08 Februar 2005
Seleta BP0 Provinambi




Lampiran :
Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
BPKPD Provinsi Jambi




Lampiran :
Piagam Penghargaan K

ANUGERAH
% |/ KETERBUKAAN

Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2025 W\ IFORMASE )
Kategori Perangkat Daerah Provinsi Jambi Y

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINS] JAMBI

Sebagai Badan Publik

INFORMATIF

Kualifikasi (Nilai 90-100)

Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik

.‘ﬂ

.

v 4 Y
AHMAD TAUFIQ MELMI, SP,. M.Sos




Lampiran:
Penyerahan Piagam Kl
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{Phone 16 Pro Max
17 Desember 202521.10
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